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ABSTRAK

“MANFAAT PIDANA DENDA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PIDANA DENDA”

FAHD AL KHURAIMI

Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan untuk
memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta mencegah terjadi pelanggaran hukum di
masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat pidana denda dalam
penanggulangan tindak pidana serta menilai efektivitas pelaksaannya di Indonesia metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi normatif dengan pendekatan yuridis-
empiris, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum
di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Pidana denda memiliki peran strategis dalam
sistem pemidanaan sebagai instrumen penanggulangan kejahatan melalui fungsi preventif
(pencegahan) dan represif (penindakan). Sebagai sanksi ekonomi, pidana denda
membebankan konsekuensi finansial kepada pelaku tindak pidana sekaligus memberikan efek
psikologis yang diharapkan mampu mencegah pengulangan pelanggaran hukum. Pidana
denda juga berfungsi secara edukatif dengan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa
setiap pelanggaran hukum menimbulkan kerugian materil, sehingga mendorong kesadaran
hukum dan rasa tanggung jawab sosial. Penelitian ini menemukan bahwa pidana denda cukup
efektif dalam menanggulangi kejahatan ringan, administratif, dan di bidang ekonomi.
efektivitas tersebut tercermin dari adanya efek jera yang nyata dan langsung dirasakan pelaku.
Namun, keberhasilan pidana denda dipengaruhi oleh proporsionalitas besaran denda,
kemampuan ekonomi pelaku, serta konsistensi dan ketegasan penegakan hukum. Apabila
unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, pidana denda dapat kehilangan daya cegah dan daya
tindak. Oleh karena itu, agar pidana denda berfungsi optimal, penerapannya harus dilakukan
secara adil, proporsional, dan transparan, didukung oleh sistem hukum yang kuat dan
penegakan hukum yang konsisten. Dengan penerapan yang tepat, pidana denda tidak hanya
menghukum pelaku, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban, keadilan, dan
keamanan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pidana Denda, Pencegahan Kejahatan, Efek Jera, Penegakan Hukum



ABSTRACT

“THE BENEFITS OF CRIMINAL FINES IN CRIME PREVENTION EFFORTS AND
THE EFFECTIVENESS OF THEIR IMPLEMENTATION”

FAHD AL KHURAIMI

Criminal fines are one form of sanction in criminal law aimed at deterring offenders and
preventing future violations of the law. This study aims to examine the benefits of criminal
fines in combating crime and to assess the effectiveness of their implementation in Indonesia.
The method used is normative legal research with a juridical-empirical approach, based on
statutory regulations and law enforcement practices in the field. The findings show that
criminal fines play a strategic role in the criminal justice system as an instrument for crime
prevention through both preventive and repressive functions. As an economic sanction, fines
impose a financial burden on offenders while creating a psychological deterrent effect
intended to prevent recidivism. They also serve an educational function by sending a message
to the public that every violation of the law causes material harm, thereby fostering legal
awareness and social responsibility. The study concludes that criminal fines are quite
effective in addressing minor, administrative, and economic crimes, as evidenced by the
tangible deterrent effect experienced by offenders. However, their success depends on
proportional fine amounts, the offender’s financial capacity, and consistent and firm law
enforcement. If these factors are not met, fines may lose their preventive and repressive
impact. Therefore, to ensure optimal function, fines must be applied fairly, proportionally,
and transparently, supported by a strong legal system and consistent enforcement. With
proper application, fines not only punish offenders but also contribute to sustainable order,
justice, and security in society.

Keywords: Criminal Fines, Crime Prevention, Deterrent Effect, Law Enforcement.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan atau penjatuhan pidana dianggap sebagai proses kebijakan yang
sengaja direncanakan untuk terwujud dan merupakan komponen penting dari
penegakan hukum dalam pembicaraan hukum pidana :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang,

2. Tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang, dan

3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.!

Seharusnya, ketiga tahapan penegakan hukum pidana berfungsi sebagai
jaringan mata rantai yang saling berhubungan di dalam sistem. Kebijakan
penetapan sanksi pidana terkait erat dengan tujuan politik kriminal, yaitu
"perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.” Dengan kata lain,
langkah ini harus dianggap sebagai langkah perencanaan strategi di bidang
pemidanaan yang dihormati.Pemidanaan pada dasarnya berarti mengalami
kesulitan, kesulitan, atau akibat lain yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu,
pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan yang dilarang oleh sanksi
tertentu. Dengan kata lain, pemidanaan adalah sanksi subsidier yang hanya
berlaku ketika sanksi lain tidak dapat memperbaiki keadaan.

Jenis pidana yang mengancam pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yaitu :

! Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2011, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, him 91



a. Pidana pokok

1. Pidana mati,

N

Pidana penjara,

w

. Pidana kurungan,

&

Pidana denda
b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu,

2. Perampasan barang-barang tertentu,

3. Pengumuman putusan hakim

Jenis pidana utama yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana adalah
pidana yang bersifat mencabut atau membatasi kebebasan, yaitu pidana penjara
dan pidana kurungan. Jenis pidana ini sering kali menjadi sasaran kritik, terutama
karena dampak serius yang ditimbulkannya terhadap kebebasan individu. Banyak
pihak menyoroti bahwa bentuk hukuman ini merupakan salah satu yang paling
berat, karena secara langsung merampas hak seseorang atas kemerdekaan.

Salah satu tujuan pembenar pidana pencabutan kemerdekaan adalah untuk
melindungi masyarakat, yang dapat dicapai hanya dengan menjamin bahwa
terpidana dapat kembali kepada masyarakat sebanyak mungkin selama masa
hilangnya kemerdekaan.

Terkait dengan pidana perampasan kemerdekaan ini. Dalam percakapan
tentang konsep-konsep yang mendasari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum

Pidana tahun 1972, Sudarto menyatakan :



Sudah jelas bahwa ide ini mencakup filsafat pembinaan, khususnya dalam
pembinaan pembuat. Salah satu konsekuensi dari ini adalah bahwa dia tidak akan
dikenakan hukuman pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang
benar bahwa pembinaan yang terlalu singkat tidak mungkin memiliki hasil yang
baik.? Oleh karena itu, hukuman penjara atau kurungan jangka pendek umumnya
tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi terpidana, bahkan sering kali
menimbulkan dampak negatif, seperti merusak hubungan sosial. Selain itu, bentuk
hukuman ini juga dapat menyebabkan terpidana mengalami stigma sosial atau
dicap secara negatif oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mencari
alternatif selain hukuman yang mencabut kebebasan. Salah satu alternatif yang
dapat dipertimbangkan adalah pidana denda, yang berfungsi sebagai bentuk
pembalasan atau pemulihan tanpa harus menghilangkan eksistensi pidana badan
secara keseluruhan.Selain itu, delik-delik baru muncul di masyarakat sebagai
akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan tarap
kehidupan masyarakat.

Selain itu, dikatakan bahwa perkembangan pidana denda disebabkan oleh
perubahan watak (karakter) kriminalisasi, yang menghasilkan peningkatan drastis
kesejahteraan materiil dan finansial bagi setiap kelompok masyarakat. Akibatnya,
selain mengganti kerugian, posisi denda akan menjadi lebih penting dan sangat
berpengaruh pada sistem pidana dan pemidanaan.®Selain itu, penelitian sering
menunjukkan bahwa pidana denda adalah jenis pidana yang paling efektif dan

penting sebagai pengganti pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan.

2 Sudarto, 2016, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, PSHM
FH UNDIP, Semarang, him 10
® Ibid, him 17



Di sisi lain, pidana denda adalah jenis pidana utama yang jarang dijatuhkan oleh
hakim, khususnya dalam praktik peradilan di Indonesia.

Motivasi dan latar belakang penelitian ini adalah keinginan untuk
mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal yang relevan di atas. Hasil penelitian
disajikan dalam skripsi yang diberi judul : MANFAAT PIDANA DENDA
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA
B. Rumusan masalah

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimanakah denda pidana berguna untuk mengurangi kejahatan ?
2. Apakah pelaksanaan pidana denda efektif untuk menghentikan tindak

pidana kejahatan ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi peran
pidana denda dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu, penelitian ini
juga dapat mencakup aspek-aspek lain yang masih berkaitan dan relevan. Fokus
utama diarahkan pada penjelasan mengenai manfaat pidana denda dalam
menangani tindak kejahatan, serta penilaian terhadap efektivitas penerapannya

dalam konteks penanggulangan tindak pidana.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan teoritis yang telah

diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang. Diharapkan membawa manfaat, dari hasil penelitian ini guna

membantu ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, dan memberikan

perspektif baru tentang bagaimana undang-undang.

E. Kerangka Konseptual

1. Pidana denda ialah hukuman yang harus dibayar terpidana sesuai dengan
putusan pengadilan.
2. Tindak pidana ialah tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat

mengakibatkan konsekuensi secara pidana.

3. Efektivitas ialah suatu keadaan dimana menunjukkan tingkat keberhasilan

atau pencapaian dari tujuan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu

yang telah ditetapkan.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumya yang dapat digunakan sebagai acuan dalam

penelitian ini. Berikut adalah table yang berisi hasil dari penelitian terdahulu :

No Nama Judul & Tahun Hasil Penelitian
Penulis
1 | Syaiful Kebijakan  Legislatif | Pertama, formulasi pidana denda
Bakhri tentang Pidana | dalam hukum pidana positif
Dendadan belum sesuaidengan modernisasi




Penerapannya  dalam
Upaya
PenanggulanganTindak
Korupsi, JURNAL
HUKUM NO. 2 VOL.
17 APRIL 2010
Fakultas Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Jakarta

pemidanaan. Pengaturan pidana
denda di dalam hukum
pidanapositif tertinggal jauh
bilamana dibandingkan dengan
pemberlakuan denda diberbagai
negara.

Kedua, penerapan pidana denda
dalam praktik peradilan tindak
pidana korupsidapat dikatakan
belum sesuai dengan upaya
penanggulangan tindak pidana
korupsi.Dalam perkara korupsi
hakim telah mengenakan ancaman
pidana penjara yang tinggibagi
pelaku korupsi. Pada peradilan
tindak pidana korupsi seluruh
perkara terbuktisecara sah dan
meyakinkan. Denda yang
dikenakan bagi pelaku tindak
pidanakorupsi telah sesuai dengan
ketentuan denda yang ada di
dalam undang-undangtindak
pidana korupsi. undang-undang
korupsi yang ada.Guna
pencapaian  tujuan  pengenaan
pidana penjara secara selektif,
penguatanpenerapan pidana
denda, dan tindakan sebagaimana
yang telah diatur di dalamundang-
undang korupsi, tersebut sehingga
memenuhi keinginan dan
tujuan,memberikan  efek jera,
nestapa, dan perlindungan tetapi
juga memberikan
jaminanpengembalian aset negara
dari terpidana korupsi dan dapat
dilaksanakan secaraefisien dan
efektif.

Wahyuningsih

Ketentuan Pidana
Denda Dalam
Kejahatan Korupsi Di
Tingkat Extraordinary
Crime, Jurnal Hukum
Pidana Islam Al-
Jinayah (2015)

Pidana denda mempunyai manfaat
lebih baik dari pada sanksi pidana
perampasan dan memiliki
efektivitas dalam membuat jera
pelaku korupsi. Ketentuan pidana
denda dalam kejahatan korupsi di
tingkat  extraordinary  crime
ditinjau hukum pidana Islam




mempunyai  kesamaan  Yyaitu
hukuman bagi orang yang berdosa
dengan cara membayar harta
sebagai sanksi atas dosanya.
Perbedaannya  terletak  pada
penerapan pidana denda dengan
menggunakan prinsip proposional
bahwa sanksi yang dikenakan
harus sesuai dengan beratnya
pelanggaran yang telah dilakukan.
Sedangkan hukum pidana Islam
menggunakan prinsip restorative
justice dengan berpangkal tolak
pada upaya pencegahan,
rekonsiliasi dan pemaafan dalam
rangka perdamaian. Kemudian
hukum denda dalam pidana Islam
tidak menetapkan batas terendah
atau tertinggi, hal sepenuhnya
diserahkan kepada hakim

Muhammad
Asrianto
Zainal

PENERAPAN
SANKSI PIDANA
DENDATERHADAP
PELAKU
KEJAHATAN
NARKOTIKA (Studi
Kasus Pendapat Hakim
Di Pengadilan Negeri
Kendari) Jurnal
Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam
Negeri Kendar, 2017

Hakim dalam menjalankan sanksi
pidana denda terhadap pelaku
tindakpidana  narkotika  tidak
selalu mnegikuti ancaman pidana
minimum dan

dalam putusan dendanya juga
lebih ringan jika dibandingkan
dengan

ancaman pidana denda maksimum
yang diancamkan dalam undang-

undang
narkotika. Ada tujuh
pertimbangan hakim  dalam

menentukan jumlah denda
terhadap pelaku tindak pidana
narkotika, yaitu jumlah dan jenis
barang bukti,

kondisi ekonomi pelaku
kejahatan, peran pelaku kejahatan,
hasil kejahatan,

pendapat masyarakat terhadap
tindak pidana, dan tuntutan jaksa.




G. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah

penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam skripsi ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.
Data ini berasal dari berbagai sumber hukum, terutama dari pustaka, antara
lain ;
a. bahan hukum primer
sumber hukum yang memiliki otoritas, yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
b. bahan hukum sekunder
bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dasar seperti rancangan

undang-undang, temuan penelitian, keputusan hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan pengumpulan data yang
digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan menyelidiki dan
mempelajari sumber-sumber kepustakaan

seperti literatur, hasil penelitian, bahan tertulis terkait, buku-buku ilmiah,
surat kabar, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang terkait dalam

literatur sebelumnya untuk mengumpulkan data sekunder..



4. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dikumpulkan dari sumber hukum diklasifikasikan dan
kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berarti menguraikan data dalam bentuk
kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga

hasil analisis menjadi lebih mudah dipahami dan dipahami.

H. Sistematika Penulisan
Penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan

sistematika sebagai berikut, sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, Review
Studi Terdahulu yang Relevan metode penelitian, serta sistematika
penulisan.

Bab. Il, Tinjauan Pustaka, meninjau literatur tentang sejarah dan pidana denda
dalam prespektif pidana, pemidanaan dan pengaturannya.

Bab. Ill. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.
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